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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

1. Peran DJBC dalam penindakan penyelundupan pakaian bekas impor sudah 

sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 

51/M-Dag/Per/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas, yaitu 

melalui Pendekatan Preventif yang dibagi menjadi dua, yaitu secara 

internal melalui subseksi Hubungan Masyarakat untuk mensosialisasikan 

semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ekspor 

impor kepada petugas bea cukai dan juga kepada masyarakat, dan secara 

eksternal melalui Seksi Penindakan dan Penyidikan yang mempunyai 

tugas melakukan intelijen, patroli dan operasi pencegahan penyelundupan 

pakaian bekas impor serta adanya tiga jalur pemeriksaan oleh DJBC yaitu 

jalur merah, jalur kuning, dan jalur hijau. Selain itu, dilakukan pula 

melalui Pendekatan Represif dengan melakukan penyidikan terhadap 

tindak pidana penyelundupan pakaian bekas impor yang dilakukan oleh 

Seksi Penindakan dan Penyidikan. Dalam pelaksanaannya, terdapat 

hambatan yang ditemui Direktorat Penindakan dan Penyidikan Tindak 

Pidana Penyelundupan, di antaranya adalah minimnya petugas pada 

Direktorat Penindakan dan Penyidikan Tindak Pidana Penyelundupan. 

Selain minimnya SDM juga tidak didukung pula oleh sarana dan prasarana 

 

2. Efektifitas Pasal 102 UU Kepabeanan dalam memberikan sanksi pidana 

penyelundupan bagi pelaku impor pakaian bekas belum berjalan secara 

maksimal. Hal tersebut disebabkan beberapa faktor, yaitu faktor elemen 

struktur (structure), yakni adanya ketidakpahaman antara hakim dengan 

unit Penindakan dan Penyidikan DJBC tentang teknik pelaksanaan unit 

Penindakan dan Penyidikan DJBC dalam menindak para pelaku 

penyelundupan pakaian bekas impor, ketidaksepahaman antar internal 
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DJBC itu sendiri dan adanya permasalahan kewenangan antara polisi dan 

DJBC itu sendiri dalam memberikan sanksi pidana bagi pelaku Impor 

pakaian bekas. Kemudian faktor substansi hukum (legal substance) 

berkaitan dengan peran subseksi Hubungan Masyarakat dalam 

mensosialisasikan setiap peraturan perundang-undangan berkaitan dengan 

larangan pakaian bekas impor. Terakhir adalah faktor budaya hukum 

(legal culture) berkaitan dengan mentalitas masyarakat yang tidak peduli 

akan bakteri penyakit atau bahaya kesehatan lainnya yang dibawa oleh 

pakaian bekas impor dan juga kemauan dari aparat penegak hukum untuk 

menindak pedagang pakaian bekas impor yang menjual secara online. 

Agar pelaksanaan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia 

Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas 

dan Pasal 102 UU Kepabeanan dapat tercapai, maka perlu perlu dilakukan 

upaya-upaya mengantisipasi faktor-faktor penghambat yang dihadapi 

petugas bea cukai dalam upaya penindakan penyelundupan pakaian bekas 

impor. 

 

3. Upaya mengantisipasi faktor-faktor penghambat yang dihadapi petugas 

DJBC dalam upaya penindakan penyelundupan pakaian bekas impor, 

maka perlu ada budaya hukum yang harus diarahkan pada pembangunan 

kesadaran dalam penegakan hukum. Upaya mewujudkan kepastian hukum 

dalam penegakan hukum pakaian bekas impor itu sendiri harus menyentuh 

3 (tiga) indikator, yaitu secara hukum dengan memaksimalkan peran 

subseksi hubungan masyarakat dalam mensosialisasikan semua peraturan 

perundang-undangan yang berkaitan dengan larangan penyelundupan 

pakaian bekas impor kepada aparat penegak hukum dan juga masyarakat. 

Selain itu, mental aparat penegak hukum yang harus kuat dan penuh 

integritas dengan cara diadakan diklat, sehingga terjadi kesepahaman yang 

sama antar aparat penegak hukum. Terakhir adalah kesadaran dan 

kepatuhan hukum serta perilaku masyarakat melalui peran aktif tokoh 
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masyarakat dalam mendukung kegiatan DJBC dalam mensosialisasikan 

dampak buruk dari penggunaan pakaian bekas impor. 

 

5.2. Saran 

1.  Kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, menurut penulis perlu 

dilakukan penambahan jumlah petugas pada Direktorat Penindakan dan 

Penyidikan Tindak Pidana Penyelundupan. Hal tersebut perlu dilakukan 

agar tugas melakukan intelijen, patroli dan operasi pencegahan 

penyelundupan pakaian bekas impor dapat berjalan maksimal. Selain 

penambahan jumlah SDM, juga perlu dilakukan penambahan anggaran 

dalam pengadaan sarana dan prasarana, sehingga dapat mengimbangi luas 

garis pantai di Indonesia yang pada akhirnya dapat meminimalisir adanya 

pelabuhan-pelabuhan ilegal di Indonesia. Dengan mengingat anggota 

DJBC dipilih berdasarkan seleksi masuk PNS yang dimana terdapat kuota 

dan tidak setiap tahun dilakukan pembukaan pendaftaran tersebut maka 

dengan minimnya anggota DJBC saat ini, yang dapat dilakukan adalah 

memaksimalkan kinerja tiap-tiap PNS yang ada dan meningkatkan kualitas 

tiap-tiap anggota DJBC yang ada . Serta mengingat adanya jalur 

pemeriksaan yang dibuat oleh DJBC itu sendiri yang ternyata berpotensi 

dilakukannya penyelundupan maka, seharusnya DJBC mengkaji ulang 

kebijakan jalur pemeriksaan tersebut.  

 

2. Kepada pemerintah, Penulis membagi menjadi dua, yaitu: 

a. Perlu diadakan diklat seperti pelatihan-pelatihan dan seminar-seminar 

kepada para perangkat hukum, seperti unit Penindakan dan Penyidikan 

Bea dan Cukai, kepolisian, kejaksaan, dan hakim pengadilan tentang 

pembentukan mental aparat penegak hukum yang kuat dan penuh 

integritas agar lebih kompeten untuk memutus suatu perkara 

penyelundupan pakaian bekas impor dan juga agar terjadi kesepahaman  

mengenai kewenangan DJBC itu sendiri dalam menindakn 
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penyelundupan dan aturan internal DJBC yang berlaku untuk 

menjalankan tugas mereka, dilakukan dengan antar aparat penegak 

hukum, sehingga kasus-kasus kekalahan DJBC  di praperadilan seperti 

yang terjadi pada DJBC Surabaya yang kalah dalam praperadilan di 

Pengadilan Negeri Surabaya tidak terjadi lagi di masa akan datang. 

b. Perlu untuk lebih meningkatkan peran subseksi Hubungan Masyarakat 

pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk mensosialisasikan semua 

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan larangan 

penyelundupan pakaian bekas impor kepada aparat penegak hukum dan 

juga masyarakat, sehingga upaya preventif lebih diutamakan daripada 

upaya represif.  Dan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah 

setempat guna membantu DJBC dalam menekan penjualan pakaian 

imor bekas, mengingat masih banyaknya tempat-tempat penjualan 

impor pakaian bekas yang disediakan di tiap-tiap daerah di Indonesia 

sebagai contoh : Pasar Minggu-Jakarta , pasar Gede Bage-Bandung , 

Pasar Baru, Jakarta dan masih daerah-daerah lainnya di Indonesia. 

 

3. Kepada masyarakat, perlu peran aktif dari tokoh-tokoh masyarakat untuk 

turut serta mengkampanyekan dampak buruk dari penggunaan pakaian 

bekas impor. Hal tersebut perlu dilakukan dikarenakan pada umumnya, 

masyarakat tidak menyadari dampak negatif dari penggunaan pakaian 

bekas impor, karena minimnya informasi. Oleh karena itu, peran dari 

tokoh masyarakat sangat diperlukan. Disamping itu diperlukan sosialisasi 

yang lebih giat agar membuat masyarakat tersadar akan bahaya dari 

pakaian impor bekas. Sebagai contoh melakukan sosialisasi di media 

sosial dengan memunculkan gambar-gambar penyakit yang ditimbulkan 

dari pakaian impor bekas, mengingat media sosial sangat bekerja dalam 

pergaulan masyarakat sekarang ini. Serta kepedulian masyarakat terhadap 

kesehatan diri mereka masing-masing agar tidak memilih pakaian impor 

bekas sebagai pilihan mereka. 
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